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RINGKASAN 
 

Judul Penelitian disertasi ini adalah: “Perlindungan Hukum Bagi 
Pekerja/Buruh Alih Daya Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dalam 
Masa Kontrak”. Pembukaan UUD NRI 1945 menetapkan bahwa tujuan 
pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil 
maupun spiritual. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 
NRI 1945 sebagai landasan konstitusional, menyatakan bahwa : “ tiap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan”. Selanjutnya, dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 
1945, disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan 
kerja”. 

Berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(selanjutnya disingkat UUK). Dalam perkembangannya, pada tanggal 2 
November 2020 diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UUCK). Dalam Penjelasan 
Umum UUCK, disebutkan dua hal penting yang perlu mendapat 
perhatian, yaitu perlindungan pekerja/buruh dengan perjanjian waktu 
kerja tertentu (PKWT) dan perlindungan pekerja/buruh yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja.   

Sehubungan dua hal tersebut, menarik dan perlu dilakukan kajian 
lebih jauh mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi 
pekerja/buruh dengan PKWT yang dilakukan pemutusan hubungan 
kerja dalam masa kontrak atau sebelum kontrak berakhir, menurut 
UUCK dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) sebagai 
turunannya. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh alih daya yang 
mayoritas hubungan kerjanya adalah PKWT, namun dalam ketentuan 
UUK Juncto UUCK tidak diatur secara rinci tentang hak pekerja/buruh 
alih daya yang diputus hubungan kerjanya dalam masa kontrak.  

Disahkannya UUCK dan PP 35/2021 memunculkan problematika 
hukum berupa konflik norma dan belum mencerminkan perlindungan 
hukum dalam teori tujuan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan 
berkemanfaatan. Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi 
pekerja PKWT dalam masa kontrak, Pasal 62 UUK secara tegas 
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memberikan kewajiban kepada Pengusaha untuk memberikan ganti 
kerugian sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya 
jangka waktu perjanjian kerja, sedangkan dalam Pasal 61A UUCK 
mewajibkan Pengusaha untuk memberikan uang kompensasi yang 
besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah 
dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh.  

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah, diajukan dua rumusan 
masalah pokok sebagai berikut : (1) Bagaimana perlindungan hukum 
bagi pekerja/buruh alih daya akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam 
masa kontrak? (2) Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi 
pekerja/buruh alih daya akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa 
kontrak? 

Penelitian Disertasi ini merupakan penelitian yuridis normatif 
yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan 
berbagai bahan hukum seperti: perundang-undangan, teori hukum, studi 
kasus, putusan pengadilan dan berupa pendapat para sarjana (doktrin). 
Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini, 
menggunakan suatu pendekatan peraturan perundang-undangan 
(Statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual approach), 
pendekatan filosofis (Philosophical approach) dan pendekatan kasus 
(Case approach) serta pendekatan komparatif  (comparative 
approach) di berbagai negara.  

Dalam disertasi ini teori negara kesejahteraan dan teori 
perlindungan hukum  sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah 
yang pertama, sedangkan teori tujuan hukum dan teori perjanjian  
sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah yang kedua.  

Dari Hasil Penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  
1. Perlindungan hukum  bagi pekerja/buruh alih daya akibat pemutusan 

kerja dalam masa kontrak berdasarkan UUK dan UUCK  belum 
optimal dan saling bertentangan satu sama lain. Bagi pekerja/buruh 
PKWT yang dilakukan pemutusan hubungan kerja dalam masa 
kontrak, Pasal 62 UUK hanya memberikan uang ganti kerugian 
sebesar upah pekerja/buruh PKWT sampai batas waktu berakhirnya 
jangka waktu perjanjian kerja (sisa masa kontrak) , sedangkan di 
dalam Pasal 61A UUCK mewajibkan Pengusaha untuk memberikan 
uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka 
waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja/buruh (masa 
kontrak yang telah dijalani) sehingga menimbulkan ketidakpastian 
hukum yang berujung kepada ketidakadilan baik bagi pengusaha 
penyedia jasa alih daya maupun pekerja/buruh alih daya. Selain itu 
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secara normatif sebagaimana diatur dalam UUK, UUCK dan PP 
35/2021 bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh alih 
daya meliputi : (a) Pelindungan Upah, kesejahteraan, syarat kerja, 
dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggungjawab 
perusahaan alih daya; (b) Pengalihan perlindungan bagi 
pekerja/buruh dalam hal perusahaan pemberi kerja menunjuk 
perusahaan alih daya baru, dan perusahaan alih daya yang baru wajib 
menerima pengalihan pekerja/buruh sepanjang objek pekerjaannya 
tetap ada; (c) Persyaratan pengalihan pelindungan hak  merupakan 
jaminan atas kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh yang 
hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dalam perusahaan alih daya,  
dan (d)  dalam hal Pekerja/Buruh tidak memperoleh jaminan atas 
kelangsungan bekerja,  Perusahaan Alih Daya bertanggung jawab 
atas pemenuhan hak Pekerja/Buruh. 

2. Konsep perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh alih daya akibat 
pemutusan hubungan kerja dalam masa kontrak sebagai berikut:  
a. Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan alih daya 

atas dasar Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT); 
b. Apabila Perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan 

alih daya atas dasar PKWT, maka harus diterapkan prinsip 
pengalihan perlindungan bagi pekerja/buruh dalam hal 
perusahaan pemberi kerja menunjuk perusahaan alih daya baru, 
dan perusahaan alih daya yang baru wajib menerima pengalihan 
pekerja/buruh dari perusahaan alih daya yang lama, yang objek 
pekerjaannya tetap ada; 

c. Perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya harus dilanjutkan 
tanpa mengubah ketentuan yang ada dalam perjanjian, kecuali 
perubahan dilakukan untuk meningkatkan keuntungan bagi 
pekerja/buruhnya karena bertambahnya pengalaman dan masa 
kerja. 

d. Masa kerja yang telah dilalui para pekerja/buruh alih daya tersebut 
tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja/buruh 
alih daya dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja/buruh secara 
layak dan proporsional. 

e. Perusahaan pemberi kerja harus mengatur agar pekerja/buruh alih 
daya yang melakukan pekerjaan yang sama persis dengan 
pekerja/buruh pada perusahaan pemberi kerja menerima 
perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi.  
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f. Perlu dibentuk lembaga khusus seperti di Inggris, ACAS 
(Advisory, Concilitation and Arbitration Service) yang menjadi 
pengawas dalam bidang ketenagakerjaan sehingga ketika terdapat 
pelanggaran yang dilakukan perusahaan kepada pekerja/buruh 
alih daya, melalui lembaga ACAS dapat memberikan 
perlindungan yang berkeadilan kepada pekerja/buruh alih daya.   

g. Perlunya pengaturan seperti di Jepang, setiap terdapat pemutusan 
atau penghentian terhadap pekerja/buruh alih daya, Pengadilan 
akan memutuskan bahwa pelaksanaan penghentian dan 
pemutusan hubungan kerja selama masa kontrak sebagai 
Perbuatan Melawan Hukum. Selain itu, Pihak perusahaan harus 
segera mencarikan penggantian pekerjaan bagi para pekerja/buruh 
alih daya yang dilakukan penghentian atau pemutusan hubungan 
kerja selama masa kontrak. 

h. Perlu dibentuk UU Khusus tentang Alih Daya di Indonesia. 
 

Dari kesimpulan tersebut diajukan saran sebagai berikut: 
1. Badan legislatif perlu membentuk UU Khusus Alih Daya 

sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-
XVIII/2021, yang menjamin: (a) Keberlangsung kerja pekerja, (b) 
Melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada, (c) Penghitungan masa 
kerja, dan (d) Persamaan hak antara pekerja/buruh alih daya. 

2. Materi Muatan UU Khusus tentang Alih Daya  antara lain, meliputi : 
(a). Ketentuan Umum (pengertian alih daya, perusahaan pemberi 
kerja, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, pemborongan 
pekerjaan, pekerja alih daya, hubungan kerja, perjanjian kerja, 
TUPE, masa kerja, dsb) , (b) Asas-asas Perlindungan dalam UU Alih 
Daya (Asas  Timbal Balik, Kepercayaan, Tindakan Proaktif, 
Berdasarkan Nilai-nilai dan Norma Sosial),  (c) Pedoman 
Pelaksanaan TUPE, (d) Jenis Perjanjian Alih Daya (Penyedia Jasa 
Pekerja dan Pemborongan Pekerjaan),  (e) Norma, Standar, Prosedur, 
dan Kriteria Perizinan Perusahaan Alih Daya, (f) Pembinaan dan 
Pengawasan, (g) Lembaga Khusus Pengawasan Alih Daya, dan (h) 
Ketentuan Sanksi (Sanksi Administratif, sanksi perdata dan sanksi 
pidana).   
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ABSTRACT 
 

Legal protection for outsourced workers the majority of their 
employment relations are Fixed Time Employment Agreement, but in the 
provisions of Manpower Law Juncto Job Creation Law, it is not 
regulated in detail about the rights of outsourced workers/workers who 
are terminated during the contract period. Job Creation Law and 
Government Regulation 35/2021 raise legal problems in the form of 
conflicts of norms and have not reflected legal protection in the theory 
of legal objectives that are fair, certain, and beneficial. The formulation 
of the problem in this Dissertation is How is the legal protection for 
outsourced workers/laborers due to Termination of Employment during 
the contract period? and What is the concept of legal protection for 
outsourced workers/laborers due to Termination of Employment within 
the contract period? 

This Dissertation Research is a normative juridical research, 
namely research that examines the study of documents with a problem 
approach using laws and regulations (Statute approach), conceptual 
(Conceptual approach), philosophical (Philosophical approach) and 
case approach (Case approach) as well as a comparative approach 
(comparative approach) in various countries. 
In this dissertation the theory of the welfare state and the theory of legal 
protection as an analysis knife against the formulation of the first 
problem, while the theory of legal objectives and the theory of 
agreements as an analysis knife against the formulation of the second 
problem.  

The results of the study show that legal protection for outsourced 
workers/laborers due to termination of work in the contract period 
based on Manpower Law and Job Creation Law is not optimal and 
conflicts with each other with the provisions of Article 62 Job Creation 
Law provides compensation money in the amount of wages of Fixed 
Time Employment Agreement workers/laborers until the deadline for 
the expiration of the term of the employment agreement (the remaining 
contract period), while in Article 61A Job Creation Law requires 
employers to provide compensation money so as to cause uncertainty  
laws that lead to injustice for both outsourcing service providers and 
outsourced workers/laborers. 

The concept of legal protection for outsourced workers/workers 
needs to be established a special institution such as in the UK, ACAS 
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(Advisory, Concilitation and Arbitration Service) which is a supervisor 
in the field of labor and the need for arrangements as in Japan, every 
time there is a termination or termination of outsourced 
workers/laborers, the Court will decide that the implementation of 
termination and termination of employment during the contract period 
as an Unlawful Act and the company must immediately find job 
replacement for outsourced workers/laborers who are terminated 
during the contract period and a Special Law on Outsourcing in 
Indonesia is formed. The researcher's suggestion is that the legislature 
needs to establish a Special Law on Outsourcing 
 
Keywords: Legal protection, outsourced workers, termination of 
employment  
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